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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi

Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun
2015-2019, Bupati bertanggung jawab  atas
pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM) sesuai kewenangannya;

bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia dan mendukung capaian Aksi Hak
Asasi Manusia (HAM) Kabupaten Sukoharjo, Bupati
perlu membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu
membentuk Tim Rencana AKksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka
perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun
2015-2019 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
adalah:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah

dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi
HAM Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
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b. melakukan penginputan seluruh laporan capaian
keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 dari1 setiap unit kerja
pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke
dalam website system pemantauan
https:/ /serambi.ksp.go.1d;

c. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
dan

d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan
seluruh Aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA . Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2021.

KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal T Januar? R0

BUPATI SUKOHARJO,
A e~

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan 1ni dikirimkan
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo; -

3. Tim yang bersangkutan.




